6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003

tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik:

. Peraturan Dacrah Kabupaten Bogor Nomer 9 Tahun 2004 fentant

Organisasi  Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah
Tahun 2004 Nomor 159)

=

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Pembentukon, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten
Bogor  (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 168)
Memperhatikan: 1. Sumt Edaran Gubernur Jawa Barat No. 420 / 17-BinSos
tanggal 28 Juni 2000, tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat ( PKBM ) diseluruh Jawa Baral.

]

. Surat Edaran Bupati Bogor Ne. 421,9/276.508 tanggal 30 Agustus
2000, perihal Pembentukan pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat di Kabupaten Bogor.

MEMUTUSKAN
Menetapkan

Kesatu - Memberi ljin Penyelenggaraan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
(PKBM) Perintis Desa Cipenjo Kecamatan  Cileungsi, ~susunan
Penyelenggara scbagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan .

Kedua : Penyelenggara PKBM diwajibkan untuk :
o M i i

P ‘arga kat yang Buta Aksara Usia 15

tahun keatas, DO SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SME, dan anak Usia
0— 6 tahun;

b. Melaksanakan kegiatan pendidikan : PAUD Non Formal, Keaksaraan,

Kesetaraan, kecakapan hidup (Life skill), kursus, Taman Bacaan

Masyarakat (TBM) dan pendidikan sejenis, sehingga dapat memenuhi

fumgsi sosial terhadap masyarakat;

Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku;

1 kan pembelaj Pendidil Non Formal/PLS dengan
P kan Modul dan kuriknlum yang berlaku:

Melaksanakan Koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Pendidikan

Kabupaten Bogor, UPTD Pendidikan TK/SD. tingkat

Mitra PLS yang terkait;

Melaksanakan Peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Luar

Sekolah;

2. Menyerahkan laporan hasil kegiatan setiop 3 bulan sekali Kepada
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Cq Kepala Bidang
Diklusepora.

il

i

™

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan
perubah atau perbaik agim mﬂinya,apabihdik:mudimhnﬁ
ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Tembusan Yih

1. Bupati Bogor melalui Sekretaris Dacrah ( Sebagai laporan)
2. Asisten Pembangunan Seida Kabupaten Bogor



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalsn Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong
Telp. (021) 88754377 Kode Pos 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR

Nomor : A4/ Mo - Butciss
Lampiran : I (satu) Lembar
Tentang:
IJIN PENYELENGGARAAN

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PERINTIS

Menimbang

Mengingat

DESA CIPENJO KECAMATAN CILEUNGSI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

a bahwa dalam melsksanaken progam  Pendidikan  Luar
Sekolah salah satunya adalah kegiatan Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM).

b. bahwa Pusat Kegistan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan
satu tempat  kegiatan yang diarahk
pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan
dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat.

¢ bahwa ? i i d dalam huruf
a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran pembinaan  dan
pengawasan kegiatan belajar tersebut, perlu menetapkan keputusan
Kepala Dinas Pendidikan tentang ijin p Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat (PKBM) PERINTIS Desa Cipenjo Kecamatan
Cileungsi.

: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor :
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor : 43 01)

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peme intahan Dacrah;
(Lembaran  Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun
2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor : 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daersh menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548 ); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar
Sekolah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641)

4. Peraturan Pemerintsh Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta
Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 3485);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
g;us:n:“ han antara Pemerintah, P i Daerah Provinsi

‘emerintahan Dacrah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara iblik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lﬂnbennhlg:m
Republik Indonesia Nomor 4337 J; '




